
Nama/Unit Organisasi :  SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAGELANG
Tahun                            :  2024

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Perencanaan dan penganggaran pemilu 1 Lembaga Tata Kelola 
kelembagaan 
public bidang 
politik dan 
hukum 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kasubbag 
Rendatin

453,059,000

Sarana bidang teknologi informasi dan
komunikasi

2 Unit Sarana IT 
Pemilu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kasubbag 
Rendatin

71,662,000

Pembentukan dan seleksi badan adhock 1 Lembaga √ √ Kasubbag 
Hukum SDM

Honorarium badan adhock 1 Lembaga
√ √ √ √

Kasubbag 
Hukum SDM

Dukungan operasional badan adhock 1 Lembaga √ √ √ √ Kasubbag 
KUL

Persiapan kampanye pemilu 1 Lembaga √ √ Kasubbag 
Teknis

77,793,000

Pengelolaan kampanye pemilu 1 Lembaga √ √ Kasubbag 
Teknis

2,364,400,000

Evaluasi dan laporan kegiatan kampanye
pemilu

1 Lembaga
√ √

Kasubbag 
Teknis

24,356,000

Penyiapan dan pengelolaan logistik 
pemilu

1 Lembaga √ √ Kasubbag 
KUL

19,622,000

Pengelolaan pengadaan barang dan jasa 1 Lembaga √ √ Kasubbag 
KUL

8,122,002,000

Pengelolaan Dokumentasi Logistik 1 Lembaga √ √ Kasubbag 
KUL

14,659,000

Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan
dan penghitungan suara

1 Lembaga
√ √

Kasubbag 
Teknis

28,211,000

Pelaksanaan tahapan pemungutan dan
penghitungan suara

1 Lembaga √ Kasubbag 
Teknis

11,262,020,000

Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil
Pemilu

1 Lembaga
√

Kasubbag 
Teknis

3,965,000

Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil
Pemilu

1 Lembaga
√

Kasubbag 
Hukum SDM

17,927,000

Anggaran  
Baiaya

81,452,242,000

RENCANA AKSI KINERJA

Penetapan Hasil Pemilu

Tata Kelola 
kelembagaan 
publik bidang 
politik dan 
hukum
Tata Kelola 
kelembagaan 
publik bidang 
politik dan 
hukum

Perencanaan program dan 
anggaran, serta penyusunan 
peraturan pelaksanaan 
penyelengaraan pemilu

Tata Kelola 
kelembagaan 
publik bidang 
politik dan 
hukum

Tata Kelola 
kelembagaan 
publik bidang 
politik dan 
hukum

Tata Kelola 
kelembagaan 
publik bidang 
politik dan 
hukum

Pengelolaan, pengadaan, 
laporan dan dokumentasi logistik

Pembentukan badan adhock

Masa kampanye pemilu

Pemungutan dan penghitungan 
suara

Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Kegiatan
Rencana Pelaksanaan

Pelaksana



B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Anggaran  
Baiaya

Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Kegiatan
Rencana Pelaksanaan

Pelaksana

Pengelolaaan keuangan dan 
Barang milik negara

Layanan Perkantoran 1 Layanan Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Internal

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kasubbag 
KUL

2,352,705,000

Operasional perkantoran Layanan perkantoran 1 Layanan Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Internal

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kasubbag 
KUL

260,376,000

Sekretaris KPU Kabupaten Magelang
Kota Mungkid, 3 Januari 2024

IRA WAHYU CATUR K.



Nama/Unit Organisasi  : KPU KABUPATEN MAGELANG
Tahun                            :  2024

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Perencanaan dan penganggaran pemilu 1 Lembaga Tata Kelola 
kelembagaan 
public bidang 
politik dan 
hukum 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Divisi Rendatin 453,059,000

Sarana bidang teknologi informasi dan
komunikasi

2 Unit Sarana IT 
Pemilu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Divisi Rendatin 71,662,000

Pembentukan dan seleksi badan adhock 1 Lembaga
√ √

Divisi Hukum 
dan 
Pengawasan

Honorarium badan adhock 1 Lembaga

√ √ √ √

Divisi 
Keuangan, 
Logistik dan 
Rumah Tangga

Dukungan operasional badan adhock 1 Lembaga

√ √ √ √

Divisi 
Keuangan, 
Logistik dan 
Rumah Tangga

Persiapan kampanye pemilu 1 Lembaga
√ √

Divisi Teknis 
Penyelenggara

77,793,000

Pengelolaan kampanye pemilu 1 Lembaga
√ √

Divisi Teknis 
Penyelenggara

2,364,400,000

Evaluasi dan laporan kegiatan kampanye
pemilu

1 Lembaga
√ √

Divisi Teknis 
Penyelenggara

24,356,000

Penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu 1 Lembaga

√ √

Divisi 
Keuangan, 
Logistik dan 
Rumah Tangga

19,622,000

Pengelolaan pengadaan barang dan jasa 1 Lembaga

√ √

Divisi 
Keuangan, 
Logistik dan 
Rumah Tangga

8,122,002,000

Anggaran  
Baiaya

81,452,242,000

RENCANA AKSI KINERJA

Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Kegiatan
Rencana Pelaksanaan

Pelaksana

Perencanaan program dan 
anggaran, serta penyusunan 
peraturan pelaksanaan 
penyelengaraan pemilu

Pembentukan badan adhock Tata Kelola 
kelembagaan 
publik bidang 
politik dan 
hukum

Masa kampanye pemilu Tata Kelola 
kelembagaan 
publik bidang 
politik dan 
hukum

Pengelolaan, pengadaan, 
laporan dan dokumentasi logistik

Tata Kelola 
kelembagaan 
publik bidang 
politik dan 
hukum



B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Anggaran  
Baiaya

Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Kegiatan
Rencana Pelaksanaan

Pelaksana

PengelolaanDokumentasi Logistik 1 Lembaga

√ √

Divisi 
Keuangan, 
Logistik dan 
Rumah Tangga

14,659,000

Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan
dan penghitungan suara

1 Lembaga
√ √

Divisi Teknis 
Penyelenggara

28,211,000

Pelaksanaan tahapan pemungutan dan
penghitungan suara

1 Lembaga
√

Divisi Teknis 
Penyelenggara

11,262,020,000

Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil
Pemilu

1 Lembaga
√

Divisi Teknis 
Penyelenggara

3,965,000

Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil
Pemilu

1 Lembaga
√

Divisi Hukum 
dan 
Pengawasan

17,927,000

Pengelolaaan keuangan dan 
Barang milik negara

Layanan Perkantoran 1 Layanan Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Internal

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Divisi 
Keuangan, 
Logistik dan 
Rumah Tangga

2,352,705,000

Operasional perkantoran Layanan perkantoran 1 Layanan Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Internal

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Divisi 
Keuangan, 
Logistik dan 
Rumah Tangga

260,376,000

Ketua KPU Kabupaten Magelang

Penetapan Hasil Pemilu

Kota Mungkid, 3 Januari 2024

Pemungutan dan penghitungan 
suara

Tata Kelola 
kelembagaan 
publik bidang 
politik dan 
hukum

Tata Kelola 
kelembagaan 
publik bidang 
politik dan 
hukum

AFIFFUDDIN


